
BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Penelitian
             Pelayanan sektor publik merupakan suatu tugas organisasi publik  dimana organisasi ini harus menyesuaikan dengan perubahan global saat ini. Sejalan dengan adanya semangat dan tuntutan melakukan reformasi dalam tubuh birokrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermence) sebuah agenda yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan terhadap dimensi sumber daya manusia/aparatur. Tujuan reformasi birokrasi ditinjau dari dimensi Sumber daya Manusia adalah terwujudnya birokrasi yang profesional, netral dan sejahtera yang mampu menempatkan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. untuk terciptanya tujuan reformasi birokrasi tersebut tidak  terlepas dari kinerja lembaga yang sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai


Masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna, dalam hal ini kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tangung jawab yang diberikan kepadanya. Apabila kinerja didifinisikan sebagai pencapaian hasil atau tingkat pencapaian tingkat organisasi, dan kinerja disebut sebagai performance yang memiliki arti suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja merupakan keluaran atau output dari kemampuan proses kerja yang dilakukan oleh para pegawai secara umum. Kinerja atau performance yang diwujudkan dapat dilihat atau diketahui, apakah hasil kerja itu berkualitas atau tidak dan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Untuk meningkatkan kinerja pegawai salah satu caranya yaitu dengan cara diberikan insentif.


Sesuai dengan Peraturan Gubernur jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 Dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kerja Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diberikan insentif berupa tambahan penghasilan berdasarkan kriteria Beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja yang dilakukan melalui pengukuran kinerja. 
Kebijakan pemberian tambahan penghasilan  adalah kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai negeri sipil dan calon Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provins Jawa Barat, dimana  kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 119 tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawi Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat  sebagaimana telah dirubah beberapa kali seperti dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 8 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 119 tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawi Negeri Sipil dan Calon Pegawi Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan maksud dan tujuan sebagai panduan dalam pengukuran kinerja serta perhitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing masing PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun dasar dalam pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja perorangan PNS dan CPNS berdasarkan aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja.
.
Kebijakan pemerintah adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan keputusan itu pada pronsifnya masih berada dalam batas batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Kebijakan Pemerintah adalah setiap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah / negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen, Dirjen dan sebagainya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, maupun dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan dalam peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan dan lajimnya dituangkan dalam bentuk aturan operundangan tertentu atau bentuk keputusan formal tertentu.
Evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi maupun dampaknya. , selanjutnya evaluasi dapat dipakai dengan tujuan untuk menilai hal hal yang terjadi pada keseluruhan (semua) proses kebijakan dan sebagai suatu usaha yang sistematis untuk menilai manfaat program-program pemerintah. Dalam mengevaluasi kebijakan terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yaitu : Relevansi, Signifikansi, Validitas, Realibilitas, Objektifitas, Ketepatan waktu dan Daya Guna.


Berdasarkan hasil penelitian awal ditemukan masalah bahwa kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat masih  rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator indikator sebagai berikut :
1. Disiplin Kerja rendah, contohnya masih terdapatnya pegawai Sekertariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat  yang tidak mengikuti apel pagi dengan tidak memberitahukan alasan ( tidak ada berita ),
2. Kuantitas Pekerjaan rendah, realisasi penyerapan anggaran yang terdapat pada kegiatan yang ada di Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan target yang ditetapkan tiap bulannya .
Berdasarkan indikator masalah tersebut diatas, peneliti menduga evaluasi kebijakan belum dijalankan dengan sempurna atau dengan sungguh sungguh oleh pimpinan Sekertariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehenshif yang akan penulis lakukan dalam bentuk penelitian melalui tesis dengan merumuskan judul : Pengaruh Evaluasi Kebijakan terhadap Kinerja Pegawai Penerima Pemberian Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat”.
1.2. Identifikasi Masalah
1. Berapa besar pengaruh evaluasi kebijakan terhadap kinerja pegawai penerima pemberian tambahan penghasilan pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
2. Berapa besar pengaruh evaluasi kebijakan terhadap kinerja pegawai yang ditentukan kriteria - kriteria Evaluasi Kebijakan : Relevansi, Signifikasi, Validitas, Reliabilitas, Objektivitas, Ketepatan waktu, Daya Guna  terhadap Kinerja Pegawai penerima pemberian tambahan penghasilan pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Menganalisis besarnya pengaruh Evaluasi Kebijakan terhadap Kinerja Pegawai Penerima Pemberian Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
2. Mengembangkan konsep teori evaluasi kebijakan terhadap kinerja pegawai penerima pemberian tambahan Penghasilan Pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.   
3. Menerapkan secara teoritis Evaluasi Kebijakan dalam memberikan solusi terhadap kinerja pegawai penerima Pemberian Tambahan Penghasilan pada Sekertariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
1.4. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan dan Kinerja Pegawai.
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukkan informasi bagi  instansi khususnya masalah evaluasi kebijakan terhadap kinerja penerima pegawai pemberian tambahan penghasilan pada Sekretariat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
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